
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2022/PA.Tgm 

P E N E T A P A N 

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Tgm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Supini binti salimin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah 

tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Blok 1 pekon tekad 

kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus, Tekad, Pulau 

Panggung, Kab. Tanggamus, Lampung, memberikan kuasa kepada 

Yazmi Dona,SH., MM., CLA dan  Sulistianingsih, SH . Advokat pada 

Klinik Hukum SULISTIANINGSIH & Partners yang beralamat di Pekon 

Kotaagung Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus-35384.Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa (berdasarkan 

surat kuasa Khusus Tertanggal 06 Januari 2022, selanjutnya disebut 

Penggugat; 

m e l a w a n, 

Janner aryanto bin blisker manurung, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediamanBlok 1 pekon tekad 

kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus, Tekad, Pulau 

Panggung, Kab. Tanggamus, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut. 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut. 

Telah mendengar keterangan Penggugat. 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada 

hari Rabu tanggal  12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 

79/Pdt.G/2022/PA.Tgm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:. 
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1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, 

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :63/08/III/2005  Tanggal 22 

Maret 2005; 

2. Bahwa Penggugatdan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan jejaka; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat  bertempat tinggal di 

rumah kediaman orang tua Penggugat di Blok 1PekonTekad Kecamatan 

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sampai dengan bulan Maret tahun 

2015; 

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 

a. Andre Yoga Pratama, umur 15 Tahun; 

b. Selvilia Alfat Nur Cahaya, umur 10 Tahun ; 

Anak dalam Pengasuhan Penggugat; 

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun 

sejak Januari 2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan: 

a. Faktor Ekonomi, Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang 

layak kepada Penggugat dikarnakan Tergugat malas bekerja ; 

b. Bahwa Tergugat sering berbohong dan tidak pernah terbuka kepada 

Penggugat ; 

c. BahwaTergugat sering melakukan tindakan kriminal seperti Menipu ; 

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut 

bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab 

pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar 

demi keutuhan rumah tangga; 

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada  bulan Maret 2015 karena 

terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama dan 

karenanya, sejak  Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 
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tempat tinggal,Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat 

pulang kerumah kerabat Tergugat; 

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah 

diupayakan damai, namun tidak berhasil; 

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah 

tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun 

dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian 

adalah jalan yang terbaik; 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan menjatuhkan talak satu ba”in shugra Tergugatterhadap 

Penggugat; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum; 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat datang menghadap di persidangan; 

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar 

bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan ternyata 

atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat 

dan menyatakan permohonan untuk mencabut perkara ini; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara 

persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang 
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berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat 

memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas 

pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta 

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama 

Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; 

Menimbang, bahwa  sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat 

menyatakan akan mencari alamat Tergugat serta bermaksud akan mencabut 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya 

damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan 

perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana 

dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), 

dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun  2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 
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Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta 

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

79/Pdt.G/2022/PA.Tgm dari Penggugat;   

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara;   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);   

 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Yulistia,S.H.,M.Sy. 

sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Gustiati, 

S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan  

Tergugat.  

 

Hakim Anggota  

 

 

         Achmad Iftauddin, S.Ag. 

 

 

         Saiful Rahman, S.H.I., M.H. 

Ketua Majelis, 

 

 

Yulistia,S.H.,M.Sy. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Kurnia Gustiati, S.H., MH. 
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Perincian biaya : 

1. PNBP 

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00 

b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat  : Rp 20.000,00 

c. Redaksi : Rp 10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 

3. Panggilan : Rp 300.000,00 

4. Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 580.000,00 

Terbilang: (lima ratus delapan puluh ribu rupiah). 

 

 

Untuk Salinan 

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus  

 

 

Edi Laili, SH., MH 
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